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Pada hari ini $enin 
-tanggal 

dua puluh lima Eirian Juni tahun ds,!a ribu delapan belas yanghertanda tangan Ui lrawahlni, '

S.. ttama : Ff,. Novrial, S.E., M,A., A&G.Alamat : Jt. Rasuna Sald ruo. 6t RuOrng
'labatan : Kepala Dinas eengenoatian "Penduduk, 

Keluarga Berencana, Kependudukandan pencatatan Sipit provinsi Sr*rt.rl"fi,rrtdalam hat ini bertindak untuk'-c,lan atas nama Dinas pengendalian penduduk, KeluargaBerencana, Kependudukan dan pencaratan sreii prorirJ ;;;;r-;;;;;' yang seranlurnyadisebut PIFIAK KESATU

2. Nama : REfda Surlani, $.T., Sp.Atarnat : Jt. Khatin Srfui*rlr-f[o. 106 padang
Jabatan : Kepala.Djnas perguiolaan sumberlaya Air provinsi.sumatera Baratdalam hal ini bertindak untulr iin atas d;;-ti;#Fung"toru*n sunrher Daya Air provinsisumatera Barat yang seranjutnvu oiseout prHAK KEDUA.

IitS-K_ trEsArrJ dan prr{Affi KEDUI
PARA en[[, i;;*#;;,h,iil;:#ffiH"r'#L%*;i-lX?il1,1f, secara bersama-sarna ciiseirut

t" bahwa PIFIAK KESATU adalah unsur pelaksana Pemerlntah_provinsi suifiatera Barat dibidang
ffiXi*ff:ffi?l*,t,, 

p",.utui* ;i;ir Gns ffi;ffiilg.;awao kepada Gubernur provinsi

2' hahwa P!${AK Pt?YA adalah .,nsur pelaksana Pemerintah.provinsisumatera Barat dibidang
ffilff#H,?H#lff#rJ,J#,serti t,e;; ;#ffiffi; ],,,,s b;,ilffi;il iawah kepada

w
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b. Validasi dan verifiltasi dalam pro$es pelayanan dalam llngkup layanan PlhlAK KEDUA

dengan menggunatr(an NlK, Data Kependudukan dan KTP-e!;dan

Ferencanaan program kegiatan PIHAK KEDUA dengan menggunakan data agregat
kependudukan;

Fasa! 4
Kewajiban PARA PIFIAK

PIHAK KESATIJ mernpunyai kewajiban untuk:
a. memberlkan hak akses secara terbatas data kependudukan l<epada PIFIAK KEDl.i/\' 

berupa NtK, nama lengkap, jenls kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir,
agama/kepersayaan, pendidikan terakhlr, jenis pekerjaan dan alamat kepada PIFIAB(
KEBIIA;

b. nnenyediakan jaringan komunikasi data untuk 1 (satu) titik jaringan lrerbasiskan Virtual
Private Networl<, (VPN) lP melaluifasilitasi dan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan
lnformatika Frovinsi Sumatera Barat;

c. memberikan User ID kepada PIHAK I(EDUA yang pengelolaannya rnenjadi tanggung
.lawalr PIFIAK KEDUA;

d. memberikan spesifikasi teknis perangkat perlrbaca KTF-el sesuai ketentuan peraturan
peru ndang-undangan; dan

e. memberikan bimlringan teknls dan pendampingafl teknis implementasi pemanfaatan
N!K, Data Kependudukan, dan KTp+latas biaya Flfmm KEDtjA.

PIHAK KED{.!A mempunyai kewajitran untuk:
a. rnencantunnkan NIK yang suelah di.iamin k6tr"lnggalannya dalam dokumen yang

diterbEtkan PIB'IAK KEDIJA;
b. memberikan hak akses secara terbatas data dari dokumen yang dihasilkan sebagal

rlata balikan, guna melen$kapidatabase kependudukan nrilik PIFIAffi KESATU;
c' bertang$ungjawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses

dari FIFIAK t{E$ATt!;
d. memberikan tayanan berbasiskan KTp-el;
e. nrenyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesiflkasi

yang diberikan FIFIAK KESATIJ beserta Kartu secure access madule;f. n'lenyerliakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan
pendarnplnganJqlnis implernentasi pemanfaatan I\ltK, Data Kependudukan, dan KTF-el;g. membantu sosialisasi pernanfaatan KTF-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
dan

h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kelrenaran data, serta tidak dllakukannya
penylmpanan data kependudukan yang telah diakses dari PIFIAK KESATU walaupunjangkawaktuPerjanjianKerjaSamaini[ehhberakhir.

Pasal 5!-a$al 0
Flak FARA pIFIAffi

FIFIAK KESATU mempunya! hatr< untuk:
a. mengawasi peia[<sanaan kewajiban FI&IAK KEDUA;
b' mendapatkan data balikan atas data kependudukannya telah dtberikan pt!.iAh{ KE$ATIJ

berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkipi databa; k;p"nououlo*n; danc' rnendapatkan janninan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang dlterima dandiakses pll'lAK KEDU& walaupun jangka waktu Perjanjian merja Sima int tetah
berakhir.

PIFIAK HEDIIA mempunyai hak untuk:
a' rnendapatkan hak akses secara terbatas data kepencludukan herupa I{lK, narnaIengkap, jenis ketramln, tempat lahir, tanggat/bulan/iahun tahlr, agama/kepercayaan,pendidikan tera&(hir, jenis pekerjaan dan atamat dari FIFIAK KE$ATU; dan'

(1)

(2)

(1)

(2)
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3. bahwa untulk menindaklanjuti lzin Guhernur Sunreatera Barat Nornor
$rc/LAZL/DPPKBKPS.S/XIL/20L7 Tanggal 21 Desember 2OL7 tentang Pen'ranfaatan {Utr!(

KTF-el dan data Kependudukan atas'$urat Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provlnsi Sumatera Barat Nomor 6LL/57M/PSDA-X/20L7 Tangga! 30 Oktoher 2017 perihal

Permohonan lzin Hak Akses dan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan & KTP-el.

clengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

L. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2006 tentang Adrninlstrasi Kependudukan (Lembaran
I{egara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor L2&,Tambahan Lembaran Ne$ara Republik
lndonesla Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24.

Tahun 20Lg (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 l\omor 232, Tamhahan
!-embaran lrlegara Republik lndonesia Nomor 5475);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nornor
23 Tahun 2006 tentang Adrninistrasi Kependudukan (!-embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 80, Tannbahan Lembaran Negara Repuhlik lndonesia &lonlor 4736)
sebagaimana telah diuhah dgngan Peraturan Fen'lerintah fl{omor 102 Tahun 20L?.
(l-ernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lernbaran
I$egara Republik Indonesia Nomor 5373);

3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 20OO tentang Penerapan Kartu Tanda Fendudu[r
Berbasis l$omor lnduk Kependudukan Secara lVasiona!, sebagairnana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 257);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 20L5 tentang Fersyagatan, Ruang
Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Aks6s serta Pen4anfaatan Nomor lnduk
Kepenciudukan (NlK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Pencluduk Elektronik;

5. Peraturan Guhernur $urnatera Barat Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Data
Kependudukan Tingkat ProvinsiSumatera ganat; '' 

, .i.

PARA pltdAK sepa[tat membuat Perjanl'lan Kerja Sarna tentang Femanfaatan fllomor lnduk
Kependudu$ran, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Pendudrrk Elektronlk Dalam l-ayanan
I-ingkup Tu8las Dinas Pengelclaan $umber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, dengan ketentuafi
sebagaiberlkut

Fasal L
Ma&rsud dan Tujuam

ys$r$--q?n- tuiuan Perjanjlan Kerja Sama ini adatah untuk mengefektifkam fungsi dan peran
PARA Pll{AK dalam pemanfaatan Nornor lnduk Kependuelukan, Dita Kependudukan dan Kartul
Tanda Penduduk Elektron!k.

Fasal 2
RuangLIngftup

Fluang llngkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi pernanfaatan :

a. ttomor induk Kependudukan (NtK);h. Data Kependudukan; danc. Kartu Tanda Fenduduk Eiektronik (KTp-et).

Fernanfaatam Nomon Imduk *-ffrTi*u-kan, Data D{ependudskaEr dan
K&rtu Tanda Frendulduk Ele[rtronnk

Penranfaatan N!K, Data Kependudukan dan KTFeldalam rang$(a mengefekqfkan:

a; sinkronisasi data penerima manfaat dengan menggunakan oatanase kependudukan yang
herbasiskan I{lK;
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b' rnendapatnffin bimbingan teknis dan pendampingan teknis pernanfaatan hilK, DaterKependudukan, dan KTF-el serta penggunaan perangxat pernlraca xrp-"1, ,t#;"y;PI}IAK KEDUA"

pasat 6
.langka Waktu

fg{aniian Keria sama ini mula! berlaku.sejak.ditandatanganinya perjanjian Kerja sama lni oleh
Ffiffi$,,,ffitr 

sar,'rpai dengan tanggir zs jil ,6a, drn'jrprt diperpjnjang atas persetujuan

Eerakhimya r:rjtffii*, Kega sanra

Perjanjian Ker.ia Sama berakhir apabila:

a. jangka waktu perjanjian Kerja sarna telah selesai; ataurb' atas kesepakatan PARA PIFIAK untuk mengakhiri kerjasarna sebelum jangka waktuPerjanjian Kerja $arna berakhir.

pasal g
Keaclaan Mennaksa (Force Majewre)

(3') Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA p*{AK atau reaoaan memaksa, dapatditakukan peruhahan peraksanaa; i;il;rj,'r"'frrI Jr*, atas perserujuan pARA prFrAK.(2) Keadaan memaksa seuagairnina .uimi[ioffi;; ayat (1), aoaein adanya kebijakanpemerintah yang men$akiratkan tioak orpri aiiirirtrannya iiuluxu*rurn perjanjlan Kerja5amainidanapabiIaterjaoihaI.haldiluarri*p,,iu,i,npnna&fraK.*....

re*yeaes#31%3*",nihan

(L) Apabila dit<ernudian hari timbul permasarahan' daram perbedaan penafsiran danpelaksanaan Perjanlian Kerja surr-i-,i';;t#'"** prE{AK akan diselesaikan se.aramusyawarah untuk mufat<at.
(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagairnana dimaksud pada ayat (3.) tidak tercapai,maka akan diseresaikan sesuai oungrn ltete-ntuin peritrrrn perundang-undangan.

.E r,rr"f::fl#,u*o*n
(1) PIEIAK KEDUA be-rkewajiban rnembuat laporan berkara pemanfaatan rvr6, DataKependudukan dan'KTp-i G sernester, nrr#l"ri,-ryJyr,. senrestef pertarna dan butanDeserrrber untuk senrester'keJrl r.rpro""Fiilaii"wE$AT,U dengan iembusan Dlrektur,enderar Kependu d ulta n oan pe-lrLtatan sipir dan Gubern ur.(2) P's{A${ KESATU melakukan evaluas! pemanfaatan N!K, Data Kependudskan dan KTp-ersecara berltaxa atas laporan PIHA${ mendli *'ffiIirnrn, dirnaksud pada ayat (L).(3) 

tr3f#,Tff-flu*dapat 
merakukan -r;G, o;;ff#n NrK, Data Kependucrukan dan Krp-(4) Flasir evaruasi sebagaimana ,,rr1u^1:,.r,us:.^llut (2) diraporkan kepada Guhernur dengan

l?ff?*u'n 
Menteri oatam nr*c"ii ;ulalul oirelttuo i*'ni*rur Kependudukan dan pencararan
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(1)

(2)

(3)

Pasal 11
Lain-Lain

Dalarn hal diperlqkan adanya penambahan atau pen$uran$an materi Ferjanjian Kerja

Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PlFlAK.

Feruhahan sehagAimana dirnaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yan$
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknii dan operasional datarn pelaksanaan Perjanjian
t(erJa Sama ini akan disusun datam Petunjuk Tenis.

Pasal 12
Penutup

Demiklan Perjanjian Kerja Sama ini dlbuat dalam rangkap 2 (dua), nrasing-masing dibubuhi
materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PAffiA
PIHAK.

PIFIAK KESATU

a'l lfi

-41-
H. tr{ovrtiat, s.e., nCarc.

N!P. 19661105 199403 1 005

H

&";i,fi.r,fOi-.$u riani, S.T., $p.
'NrP. 196805i.6 199503 2 002
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